
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mabkamah Konstitusi

tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota;

b. bahwa untuk meLaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, Mahkamah Konstitusi teLah menetapkan Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor t Tahun 2015 tentang Pedoman

Beracara dalam Perkara PerseLisihanHasil Pernilihan Gubemur,

Bupati, dan Walikota;

: a. bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8

Tabun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ]

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemiliban Gubemur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan

penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota diperiksa dan diadili oleh Mabkamab Konstitusi sampai

dibentuknya badan peradilan khusus;

Menimbang

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

TABAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA

PERSELISIHAN BASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

TENTANG

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 2 TAHUN 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
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Memperhatikan : Hasil Rapat Pennusyawaratan Hakim Mahkamab Konstitusi tanggal 24

Agustus 2015.

6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tabun 2015 tentang

Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Gnbernur, Bupati, dan Walikota;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang sebagaimana telab diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2015 ten tang Perubaban Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tabun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57,

Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia NomOI 5678);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahnn 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5076);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambaban

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

1. Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 24, dan Pasal 24C Undang

Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

Mengingat
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5. Termohon adaJah KPUIKIP Provinsi atau KPUIKIP KabupatenIKota sebagai lembaga

penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang

mengatur mengenai penyelenggara pernilihan umum yang diberikan tugas

menyelenggarakan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati

serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Pemobon adalab pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubernnr, pasangan calon Bupati

dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang mengajukan

permohonan perkara perselisihan basil Pemilihan;

3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga

penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang

mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan

wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan;

2. Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan

rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk rnemilih Gubemur dan Wakil

Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung

dan demokratis;

1. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku

kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

Pasall

BABI

KETENTUAN UMUM

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MAHKAMAH KONSTlTUSI TENT ANG TAHAP AN,

KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA

PERSELISIHAN HASIL PEMILlHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN

WALlKOTA

Menetapkan
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6. Pihak Terkait adalah pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubemur, pasangan cal on

Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang

memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang

ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan

yang diajukan oleh Pemohon;

7. Putusan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Putusan Mahkamah adalah

Putusan tentang perkara perselisihan hasil Pemilihan;

8. Rapat Permusyawaratan Hakim yang selanjutnya disingkat RPH adalah rapat yang

dilaksanakan secara tertutup untuk membahas atau memusyawarahkan dan memutus

perkara perselisihan hasil Pemilihan yang dihadiri oleh 9 (sembi Ian) orang Hakim,

kecuali dalam keadaan luar biasa dihadiri oleh paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim;

9. Sidang Panel adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk memeriksa perkara

perselisihan basil Pemilihan yang dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) orang Hakim, dan

hasilnya dibahas dalam RPH untuk diambil putusan;

10. Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk merneriksa,

mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil PemiLihan yang dihadiri oleh 9

(sembilan) orang Hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa dihadiri oleh paling kurang 7

(tujuh) orang Hakim;

11. Panitera Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Panitera adaJah Panitera

Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi;

12. Buku Pengajuan Perkara Konstitusi yang selanjutnya disingkat BP2K adalah buku yang

memuat catatan antara lain tentang nama Pemohon dan/atau kuasa hukumnya, nama

Termohon danlatau kuasa hukumnya, nama Pihak Terkait danlatau kuasa hukumnya;

pokok Permohonan Pemohon, pokok Jawaban Termohon, pokok Keterangan Pihak

Terkait; waktu pengajuan Permohonan Pemohon, waktu pengajuan Jawaban Termohon,

waktu pengajuan Keterangan Pihak Terkait (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun); serta

kelengkapan Permohonan Pemohon, kelengkapan Jawaban Termohon, kelengkapan

Keterangan Pihak Terkait;
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17. Akta Registrasi Perkara Konstitusi yang selanjutnya disingkat ARPK adalah akta yang

memuat pemyataan antara lain bahwa Pennohonan yang diajukan oleh Pemohon atau

kuasa hukumnya telah dicatat dalam BRPK, serta informasi tentang nomor perkara,

nama Pemohon dan kuasa hukumnya, pokok perkara, waktu pengajuan Permohonan

(pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Permohonan.

16. Buku Registrasi Perkara Konstitusi yang selanjutnya disingkat BRPK adalah buku yang

memuat catatan antara lain tentang nomor perkara, nama Pemohon dan kuasa hukumnya,

Termohon dan kuasa hukumnya, Pihak Terkait dan kuasa hukumnya, pokok perkara,

waktu penerimaan Permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan

Permohonan;

15. Akta Permohonan Lengkap yang selanjutnya disingkat APL adalah akta yang memuat

pemyataan antara Jain bahwa Permobonan yang diajukan oleb Pemohon danJatau kuasa

hukumnya telah lengkap, serta informasi tentang nama Pemohon danJatau kuasa

hukumnya, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukuJ, hari, tanggal,

bulan, dan. tahun), dan kelengkapan Permohonan;

14. Akta Permohonan Belum Lengkap yang selanjutnya disingkat APBL adalah akta yang

memuat pernyataan antara lain bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon

danJatau kuasa hukumnya belum lengkap, disertai dengan Daftar Kekuranglengkapan

Berkas Pennohonan yang ditandatangani oleb Panitera dan Pemohon atau kuasa

hukumnya;

13. Akta Pengajuan Permohonan Pemohon yang selanjutnya disingkat AP3 adalah akta yang

memuat pernyataan antara lain bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon

danJatau kuasa hukumnya telah dicatat dalam BP2K, serta informasi tentang nama

Pemohon danJatau kuasa hukumnya, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permobonan

(pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), disertai dengan Daftar Kelengkapan Permohonan

Pemohon yang ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasa hukumnya;
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c. Penyampaian AP3 kepada Pemohon:
1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil
Walikota;

a Pendaftaran Permohonan Pemohon:
1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Watikota dan Wakil
WaLikota;

2. pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubemur.

b. Pencatatan dalam BP2K atas Permohonan Pemohon:
1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil

Walikota;
2. pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubemur.

Tahapan Pengajuan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,
terdiri atas kegiatan:

Pasal4

a. Pengajuan Permohonan Pemohon;
b. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon;
c. Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon;
d. Pencatatan Perrnohonan Pemohon dalam BRPK;
e. Penyampaian Salinan Permobonan Pemohon kepada Termohon danPihak Terkait;
f Pemberitabuan Sidang kepada para Pihak;
g. Pemeriksaan Perkara; dan
h. Pengucapan Putusan.

Penanganan Perkara PerseLisihanHasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
terdiri atas tahapan:

Pasal3

Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan berpedoman pada tahapan, kegiatan, dan

jadwal sebagaimana diatur dalamPeraturan ini.

Pasal2

BABD

TAHAPAN, KEGIATAN, DAN .JADWAL

PENANGANAN PERKARA PERSEUSIHAN BASIL PEMILIHAN
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Tahapan Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 buruf c, terdiri atas kegiatan:

a. Perbaikan Kelengkapan Permobonan oleh Pemobon:

1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil

Walikota;

2. pasangan calon Gubemur dan WakiJGubemur.

b. Penyerahan Perbaikan KeJengkapanPermohonan oleh Pemobon:

1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil

Walikota;

2. pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubemur.

Pasa16

c. Penyampaian APBL kepada Pemobon:

1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil
Walikota;

2. pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubemur.

b. Penyampaian APL kepada Pemohon:

1. pasangan calon Bupati dan WakiJ Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil
Walikota;

2. pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubemur.

Tahapan Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b, terdiri atas kegiatan:

a. Pemeriksaan KeJengkapanPennohonan Pemohon:

1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil
Walikota;

2. pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubemur.

Pasa) 5

2. pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubemur.
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Tahapan Pemberitahuan Sidang Pertama kepada para Pihak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf f, terdiri atas kegiatan:

Pasal9

Tahapan Penyarnpaian Salman Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Pihak Terkait

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas kegiatan:

a. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon melalui KPU kepada Termobon:

t. KPUIKlP kabupaten/kota;

2. KPUIKIP provinsi.

b. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon melalui KPU kepada Pihak Terkait :

1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil

Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi

penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan

langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

2. pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubemur yang memperoleh suara terbanyak

berdasarkan hasil rekapitu1asi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon

dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh

Pemohon.

c. Pemuatan permohonan di laman www.mahkamahkonstitusi.go.id.

Pssal8

Pass) 7

Tahapan Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 huruf d, terdiri atas kegiatan:

a. Pencatatan dalam BRPK atas Permobonan Pemobon:

1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil

Walikota;

2. pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubemur.

b. Penyampaian ARPK kepada Pemobon:

1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil

Walikota;

2. pasangan calon Gubemur dan WakiJ Gubernur,
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b. PengucapanPutusan Perkara PerselisihanHasil Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur.

tf;

a. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota;

Tahapan Pengucapan Putusan dalam Sidang Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

buruf h, terdiri atas kegiatan:

Pasalll

a. Pemeriksaan Pendabuluan dalam Sidang Panel atau Sidang Plene;

b. Pengajuan Jawaban Termohon;

c. Pengajuan Keterangan Pihak Terkait;

d. Pemeriksaan Persidangan dalam Sidang Panel;

e. Pembahasan Perkara dan Pengambilan Putusan dalam RPH;

f Penyusunan Draft Putusan.

Tahapan Pemeriksaan Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, terdiri atas

kegiatan:

PasallO

c. Pemberitabuan Sidang Pertama meJalui KPU kepada Pibak Terkait :

1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil

Walikota yang memperoleb suara terbanyak berdasarkan basil rekapitulasi

pengbitungan suara yang ditetapkan oleh Termobon dan mempunyai kepentingan

langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

2. pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubemur yang memperoleh suara terbanyak

berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon

dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh

Pemohon.

b. Pemberitahuan Sidang Pertama melalui KPU kepada Tennobon:

1. KPU/KIP kabupaten/kota;

2. KPUIKlP provinsi.

a. Pemberitahuan Sidang Pertama kepada Pemobon:

1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil

Walikota;

2. pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubemur.
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Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal24 Agustus 2015

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal14

BAD IV

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini ditentukan lebih Janjut oleh RPH

Pasall3

BABm
KETENTUAN LAIN-LAIN

Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan ini,

Pasal12



AWAL AKBJR
JADWAL

Pennobonan Pemohon:
1. pasangan calon Bupati dan Wakil 21 Desember2015 3 Januari 2016

Bupati, serta pasangan calon
Walikota dan Wakil Walikota;

2. pasangan calon Gubemur dan 22 Desember 2015 3 Januari 2016
WakiJ Gubemur.

Permobonan
2. Pemeriksaan KeJengkapan a.Pemeriksaan Kelengkapan

kepadaAP3c. Penyampaian

KEGIATAN

Pemohon:
1. pasan.gan calon Bupati dan Wakil 18 Desember 201.5 21 Desember 2015

Bupati, serta pasangan calon
Walikota dan WakiJ Walikota;

2. pasangan calon Gubernur dan 19 Desember 2015 22 Desember 2015
WakiJ Gubemur.

b. Pencatatan dalam BP2K atas
Pennohonan Pemohon:
l.pasangan calon Bupati dan. Wakil 18 Desember2015 21 Desember2015
Bupati, serta pasangan calon
Walikota dan Wakil Walikota;

2. pasangan calon Gubemur dan 19 Desember 20 15 22 Desember 2015
Wakil Gubernur.

TAHAPNO

J. Pengajuan Permobonan a. Pendaftaran Permohonan Pemohon:

Pemobon l.pasangan calon Bupati dan Wakil 1.8Desember 2015 21 Desember 2015
Bupati, serta pasangan calon

Walikota dan Wakil Walikota;
2.pasangan calon Gubemur dan J9Desember2015 22 Desember2015
Wak:i1Gubemur.
[Permohonan Pemohon diajukan
kepada Mahkamah paling lambat
dalam tenggang waktu 3x24 (tiga
kali dua puluh empat) jam sejak
Termohon mengumumkan pe
netapan perolehan suara hasil
Pemilihan]

TAHAPAN, KEGlATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA

PERSELJSJHAN BASIL PEMILIBAN GUBERNUR, BUPATI, DANWALIKOTA

Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2
Tahun 2015 tentang Tahapan, Kegiatan, dan JadwaJ
Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Gubemur, Bupati, dan Walikota.
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b.Penyampaian kepadaARPK

2. pasangan calon Gubemur dan 4 Januari 2016
Wakil Gubemur.

Pemohon:
1. pasangan calon Bupati dan Wakil 4 Januari 2016 -

Bupati, serta pasangan calon
Walikota dan Wakil Walikota;

Bupati, serta pasangan calon
Walikota dan Wakil Walikota;

2. pasangan caJon Gubemur dan 4 Jaouari 2016 -
Wakil Gubemur.

a Pencatatan daJam SRPK atas
Permohonan Pemohon:
1. pasangan calon Bupati dan Wakil 4 Januari 2016

b. Penyerahan Perbaikan Kelengkapan
Pennohonan oleh Pemohon:
1. pasangao calon Bupati dan Wakil 3 Januari 20) 6 -

Bupati, serta pasangan caJon
Walikota dan Wakil Walikota;

2. pasangan caJon Gubemur dan 3 Januari 2016 -
Wakil Gubemur.

oleh Pemohon:
1. pasangan calon Supati dan WakiJ 31 Desember 2015 3 Januari 2016

Bupati, serta pasangan calon
Walikota dan Wakil Walikota;

2. pasangan caJon Gubemur dan 31 Desember 2015 3 Januari 2016
Wakil Gubemur.
[Pemohon atau kuasa hukumnya
melengkapi Permohonan dalam
jangka waktu paling lambat 3x24
(riga leah dua puluh empat) jam
sejak diterimanya APBL]

Permohonan Pemohoo
3. Perbaikan Keleogkapan a. Perbaikan Kelengkapan Permohonan

c. Penyampaian APBL kepada
Pemohon:
1. pasangan calon Bupati dan Wakil 31 Desember 2015 -

Bupati, serta pasangan calon
Walikota dan Wakil Walikota;

2. pasangan calon Gubemur dan 3 1Desember 2015 -
Wakil Gubemur.

b.Penyampaian APL kepada Pemohon:
1. pasangan calon Bupati dan Wakil 31 Desember 2015 -

Bupati, serta pasangan calon
Walikota dan Wakil Walikota;

2. pasangan calon Gubernur dan 31 Desember 2015 -
Waki! Gubemur.

Pencatatan Permohooan
Pemohon dalam BRPK

4.
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6 Januari 2016

6 Januari 2016
6 Januari 2016

6 Januari 2016

6 Januari 2016

6 Januari 2016

111

c. Pemberitahuan Sidang Pertama
meJalui KPU kepada Pihak Terkait :
1. pasangan calon Bupati dan Wakil 4 Januari 2016

Bupati, serta pasangan cal on
Walikota dan Wakil Walikota

b. Pemberitahuan Sidang Pertama
melalui KPU kepada Termobon:
1. KPUIKIP kabupatenlkota; 4 Januari 2016
2. KPUIKIP provinsi; 4 Januari 2016

2. pasangan calon Gubemur dan 4 Januari 2016
Wakil Gubemur;

4 Januari 2016

a. Pemberitahuan Sidang Pertama
kepada Pemohon:
1. pasangan caJon Bupati dan Wakil

Bupati, serta pasangan calon
Walikota dan Wakil Walikota;

c. Pemuatan permohonan ill laman 4 Januari 2016
www.mahkamahkonstitusi.go.id

6 Januari 20 L6

6 Januari 2016

6 Januari 2016
6 Januari 2016

b. Penyampaian Salinan Pennobonan
Pemohon melalui KPU kepada Pihak
Terkait:
l. pasangan calon Bupati dan Wakil 4 Januari 2016

Bupati, serta pasangan calon
Walikota dan Wakil WaJikota
yang memperoleh suara ter-
banyak berdasarkan basil
rekapitulasi pengbitungan suara
yang ditetapkan oleh Termohon
dan mempunyai kepentingan
langsung terhadap Permohonan
yang diajukan oleh Pemohon;

2. pasangan calon Gubemur dan 4 Januari 2016
Wakil Gubernur yang mem-
peroleh suara terbanyak ber-
dasarkan basil rekapitulasi peng-
hitungan suara yang ditetapkan
oleh Termohon dan mempunyai
kepentingan langsung terhadap
Permohonan yang diajukan oleh
Pemohon.

5. Penyampaian Salinan a Penyampaian Salinan Permohonan
Permohonan Pemohon Pemohon melalui KPU kepada
kepada Termohon dan Termohon:
Pihak Terkait l.KPUIKIP kabupatenlkota; 4 Januari 2016

2. KPUIKIP provinsi; 4 Januari 2016

Pemberitahuan Sidang
Pertama kepada para
Pihak

6.



-
~

17 Februari 2016

14 Februari 2016

IV

a Pengucapan Putusan Perkara 15 Februari 2016
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota

f PenyusunanDraftPutusan 10 Februari 2016

14 Februari 2016e. Pembahasan Perkara dan 9 Februari 2016
Pengambilan Putusan dalam RPH

8 Februari 2016d.Pemeriksaan Persidangan dalam 13 Januari 2016
Sidang Panel.

13 Januari 2016c. Pengajuan Keterangan Pihak Terkait. 8 Januari 2016
[Keterangan Pihak Terkait diajukan
kepada Mahkamah da/am jangka
waktu paling lambat 2 (dua) hari
setelah Sidang Panel atau Sidang
Pleno untuk Pemeriksaan
Pendahuluan terhadap masing-
masing Permohonan Pemohon
selesai dilaksanakan]

13 Januari 2016b.Pengajuan Jawaban Termobon. 8 Januari 2016
[Jawaban Termohon diajukan
kepada Mahkamah da/am jangka
waktu paling lambat 1 (satu) hari
setelah Sidang Panel atau Sidang
Pleno untuk Pemeriksaan Pen-
dahuluan terhadap masing-masing
Permohonan Pemohon selesai
dilaksanakan]

12 Januari 2016aPemeriksaan Pendahuluan dalam 7 Januari 2016
Sidang Panel atau Sidang Pleno.

8. Pengucapan Putman

7. Pemeriksaan Perkara

6 Januari 20)6

yang memperoleh suara terbanyak
berdasarkan basil rekapitulasi
penghitungan suara yang
ditetapkan oleb Termobon dan
mempunyai kepentingan langsung
terhadap Permohonan yang
diajukan oleb Pemohon;

2. pasangan calon Gubemur dan 4 Januari 2016
Wakil Gubernur yang mem-
peroleh suara terbanyak ber-
dasarkan basil rekapitulasi peng-
hitungan suara yang ditetapkan
olen Termohon dan mempunyai
kepentingan langsung terhadap
Permohonan yang diajukan oleb
Pemohon.



v

Ditetapkan diJakarta
pada tanggal24 Agustus 2015

b. Pengucapan Putusan Perkara 15 Februari 2016 17 Februari: 2016
Perselisihan Hasil Pemi Iihan
Oubemur danWakil Oubemur.


